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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendlitian

Transportasi publik, kereta api adalah salah satg yaling memiliki nilai
sejarah berhubungan dengan Indonesia. Keberadeeta ki di Tanah Air sudah
ada jauh sebelum kemerdekaan. Dalam catatan sefaraia api telah membantu
mobilitas masyarakat bahkan sejak era kolonialatte@ pada masa Tanam
Paksa. Pada tanggal 28 September 1945 ditetapkagaeHari Kereta Api serta
dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indong€BIKARI). Nama DKARI
kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta(PYKA). Nama itu
diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta RpKA) pada tanggal 15
September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, ndkKé &ecara resmi diubah
menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) daresi@ak tanggal 1 Juni
1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Pejsexampai sekarang
(selanjutnya disingkat PT. KAI).

Perubahan paradigma di PT. KAI tentu harus diiridgngan kerjakeras
dan usaha yang maksimal. Sebagai salah satu BadahaUMilik Negara
(selanjutnya disingkat BUMN ) yang menyelenggarajgsa angkutan kereta api,
dengan tentu memiliki arti penting dalam mewujudkasejahteraan masyarakat.
PT. KAI ditugaskan oleh negara untuk mengemban jbarmapelayanan umum,
terutama yang berkaitan dengan transportasi. Demganyadarinya penting

peranan transportasi sebagai moda transportasitakexpi terutama, maka



angkutan jalan dan lalu lintas harus ditata dalaaat sistem transportasi
nasional yang terpaadu dan bisa mampu mewujudksedianya jasa transportsi
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas p#dayanan angkutaan yang
nyaman, tertib, teratur, cepat, lancar serta dergaya yang terjangkaau oleh
masyaarakat.

Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkaan kkaijadalam bidang
transportasi darat, yaitu dengaan dikeluarkanyaadgdJndang No. 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian dengan tujuan sessai Paindang-Undang No. 23
Tahun 2007 yaitu: Perkeretaapian sebagai bagiag tidak terpisahkan dari
sitem transportasi nasional diselenggarakan bendeema Asas manfaat Bahwa
perkeretapian harus dapat memberikan manfaat yahgsar-besanya bagi
kemanusian, peningkataan kemakmuran rakyat, kdeegah rakyat, dan
pengembagan kehidupan yang berkesinambungan begpavaegara.

Selama ini masyarakat masih mengalami kesulitaandainendapatkan
pelayanan publik, akibat belum adanya informasigypasti tentang aturan main
yang berlaku dalam pemberian pelayanan. Dalam grpsmberian pelayanan,
masyarakat selalu merasakan adanya perlakuan rdisktif. Dalam hal ini
konsumen sebagai jasa pengguna transportasi mdrakkinak yang diatur dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindukgarsumen. Penumpang
yang bisa juga disebut sebagai konsumen, dilindala¢dm Pasal 4 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Koesunerkait dengan hak-
hak yang harus didapatkan oleh konsumen vyaitu: lde#ds kenyamanan,

keamanaan, dan keselamataan dalam mengkonsunsg loka atau jasa.



Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh taatamgan peluang,
aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan kepaparatur pemerintahan
hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baikibggiorientasi pada
kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehldaggh meningkatkan daya
saing dalam pemberi pelayanan barang dan jasa.irRaam pelayanan publik
terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasial. tersebut terkait dengan
semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkathggkat pendidikan,
meningkatnya kebutuhan, semakin beragamnya lapamgjerjaan dan semakin
bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakatyd®ela publik bukan hanya
merupakan persoalan administratif saja tetapi lebitggi dari itu yaitu
pemenuhan keinginan dari publik. Oleh karena itpedukan kesiapan bagi
adminitator pelayan publik agar dapat dicapai kaalpelayanan yang baik.

Terkait dengan pelayanan publik Pasal 1 angka INGU25 Tahun 2009,
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaianiateeg dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan pergterundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas baj@say, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggaralayp@an publik.
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnygbdisPenyelenggara adalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporamihbhga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiakaysnan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegipéayanan publik.

Juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undan@5 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwadastgpelayanan adalah



tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pengghraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewsjitzan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayananan yakgabts, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pemsaf@ng mengelola
perkeretaapian di Indonesia, PT. KAI dituntut unhika melayani masyarakat
yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur patabrdengan kinerja yang
baik yang tergambar dalam kualitas pelayanan prakantabel, dan transparan
karena masyarakat menuntut penyelenggaraan peaie&mt yang lebih
menekankan pada nilai-nilai kalitas pelayaan dengparat birokrasi yang
profesional. Namun demikian apa yang menjadi ditaideal tidak sesuai dengan
apa yang terjadi implementasi yang terjadi di lg@em PT. KAI lebih
berorientasi pada profit dan kurang mempunyai #@ses/ang baik kepada
penerima layanan yang dalam hal ini masyarakat.

Untuk memahami pelayanan yang berkualitas yangriddre kepada
masyarakat atau penumpang, perlu diperhatikan rié&kbor keamanan dan
keselamatan, perjalanan, ketepatan waktu, kemudpbkEyanan, kenyamanan
dan kecepatan.

Penulis ingin mengetahui sudah sejauh mana perkegaba kualitas
pelayanan perkeretaapian di Indonesia, apakah sefabkin mendekati kriteria
transportasi pelayanan publik. Dari uraian tersebernbuat penulis tertarik untuk
meneliti dalam tesis, tentang judul “Pengaturan daanggung Jawab
Penyelenggara Sarana dan Prasarana PerkeretaajaanMewujudkan Layanan

Publik”. Pengkajian terhadap hal ini akan dihubwargkJndang-Undang Nomor



25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undamtgty Nomor 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan perungel@ngan lainya yang

terkait.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah adi, alapat dibuat
perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan pelayanan publik PT. KAl sabagnyelenggara
sarana perkeretaapian?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. KAl dalam penyeleraggarpelayanan

publik sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian?

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian ini antara lain:
1. Mengetahui dan menganalisa pengaturan pelayandik (RiIb. KAl sebagai
penyelenggara sarana perkeretaapian.
2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab PT. KAdlard
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyeemggsarana

perkeretaapian.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini antara lain:
1. Kegunaan akademis, Penulisan ini diharapkan dapaambah pengetahuan
dan pengalaman serta menjadi sumbangan pemikirgh gengembangan

disiplin magister ilmu hukum, khususnya mengenalémentasi pengaturan



pelayanan publik dan tanggung jawab PT. KAI dalasnyelenggaraan
pelayanan publik.

. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan nexisi bagi penulis akademis
pada masa mendatang.

. Kegunaan praktis penulisan ini berguna bagi PT. B&dagai bahan alternatif
pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambilutkspn dalam

memecahkan masalah serupa.

. Kajian Teoritis
. Sgarah Pekeretaapian Indonesia

Kehadiran kereta api pertama di Indonesia mulairhsgjak Tanam
Paksa hingga saat ini. Perusahaan yang dinasiasiah®, Djawatan Kereta
Api (DKA) berdiri setelah kemerdekaan Indonesipateya pada tanggal 28
September 1945 atau sekitar sebulan setelah praklamlNama DKA pun
diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNg&da tahun 1963.
Pada tanggal 15 September 1971, nama PNKA berulealpdi Perusahaan
Jawatan Kereta Api (PJKA, Perjanka) selama dek&¥®-an hingga awal
dekade 1990-an. PJKA dipimpin oleh Kepala PJKA @fmka).

Pada masa itu, perkeretaapian Indonesia mengakmirkduran. PJKA
menganggap sejumlah jalur kereta api lintas cabauastru tidak
mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Selaim lo@nyaknya
penumpang gelap, kerusakan lokomotif, maupun kkamsaprasarana
perkeretaapian; persaingan dengan mobil pribadipomawangkutan umum

telah mengakibatkan kerugian besar bagi PJKA, gghiiPJKA merugi dan



terpaksa menutup jalur-jalur KA tersebut berikuasgin dan seluruh
layanannya.

Pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah mengdsBhaan Umum
Kereta Api (Perumka). Pada masa ini, kerugian-karugeperti yang dialami
PJKA pada beberapa tahun yang lalu dapat ditekalurd pegawainya
masih berstatus PNS yang diatur tersendiri danrlgpehkan mencari laba.
Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1999 Perumka seammirberubah menjadi
PT Kereta Api (Persero (PT KA).

Awal 1990-an dan 2000-an. Pada masa ini, PT KA nezkgmalkan
sistem PSOHRublic Service Obligation terutama untuk kereta api ekonomi.
PSO ini menggantikan sistem subsidi yang sebelumdyaksanakan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 10 Tahun 2¢4i8) memberikan
pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakagaunemarif yang
terjangkau dengan memenuhi prinsip-prinsip pelayamablik: berdasarkan
tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; dasarkan lintas
pelayanan/relasi/trayek/nama KA yang ditetapkah denteri Perhubungan;
memberikan perlakuan dan pelayanan sesuai staa@dg@apan minimum.

Pada tahun 2007 disahkan Undang-Undang No. 23 TaAQi yang
menghapus monopoli yang dilakukan oleh PT. KA. Pddkade 2010-an
telah banyak terjadi transformasi pada PT. KA. Pattan 2010 nama PT.
KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Pers€RI KAI). Pada
tanggal 28 September 2011, logo PT KAI bergantiruPghan dan

transformasi ini tentu membawa perubahan paradigng positif.

! https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapidi_Indonesia.



Berikut arti lambang Kereta Api:

a—

KERETA API

T RFAF LA AFLINULUHE S IA (PTITF IR

Garis melengkung melambangkan gerakan yang din@iniKAl dalam
mencapai Visi dan Misinya. 2 Garis warna orangeamélngkan proses
Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujlkk@ada pelanggan
internal dan eksternal. Anak panah berwarna putdlambangkan Nilai
Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalamewujudkan Pelayanan
Prima. Garis lengkung berwarna biru melambangkamasgat inovasi yang
harus dilakukan dalam memberikan nilai tambahstakeholders Inovasi
dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidanglonulai dari hal yang
paling kecil sehingga dapat melesat.

a. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Strategi Pelayanan Beragam strategi pelayanan détamukakan oleh
berbagai pakar. Dimana beragam strategi tersbut digunakan oleh para
penyelenggara pelayan publik dalam memperbaikiitasapelayanannya
guna meningkatkan kepuasan para pelanggan atauaraksy yang
menggunakan jasa pelayanannya. Untuk mengetahundadeskripsikan
bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kota SurabHyadalam
meningkatkan kualitas pelayanannya, penulis mersjgam teori tujuh

strategi menuju pelayanan sukses yang diungkapledmevrye® yakni:

2 Johny Ibrahim. (2005).Teori & Metode Penelitian Hukum NormatiMalang:
Bayumedia Publishing, h. 79.



a. Harga diri gelf esteeinyang bermakna pelayanan bukan berarti tunduk,
dinilai dari kepemimpinan dan keteladanan, peneampg@ketugas/pejabat
pelayanan sesuai dengan keahliannya, menempatijas pelayanan yang
menjangkau masa depafut(rist), berpedoman pada keberhasilan hari
esok, bukan hanya hari ini; b. Memenuhi haraparcéed expectatipn
dengan ciri-ciri antara lain: penyesuaian standafay@nan sesuai
perkembangan tuntutan zaman/ligkungan, pemahamliaadegp keinginan
pelanggan yang akan selalu berubah, pelayanan gasgai dengan
harapan pelanggan setidaknya saat ini ¢c. Pembendfanpenemuan
kembali berbagai hal, seperti: keluhan pelanggamgyharus dianggap
sebagai tantangan, membatasinya, mengumpulkan nma$or tentang
perkembangan keinginan pelanggan, menyusun dancalja standar
pelayanan yang baru, mendengarkan umpan balik 38@jal bagi
perbaikan selanjutnya; d. Pandangan kedep#siof): membayangkan
perencanaan ideal bagi masa depan, pemanfaataolagksemaksimal
mungkin, memberikan pelayanan yang sesuai dengantéim masa depan
tersebut; e. Perbaikan terus-menennspfoving: perbaikan tanpa henti
(keratif).

b. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Atagk¥ereta Api
Penumpang Kelas Ekonomi

Anderson mendefinisikan kebijakan dan kebijakan lirubebagai

berikut?

 Widodo. (2009).Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Asal Proses
Kebijakan Publikh. 11.
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“A purposive course of action followed by an actoset of actors in
dealing with a problem or matter of concern. Pulialicies are those
policies developed by governmental bodies as af§iti

(Serangkaian tindakan yang diikuti oleh seorangu atekelompok
orang untuk menghadapi sebuah masalah atau kepahakebijakan
publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh itusst
pemerintahan).

Meter dan Horn merumuskan implementasi kebijakablipsebagai
berikut?

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan puipéikg diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapla@am serangkaian
keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini menralgaha-usaha
untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindtkdakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalamgka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubamabgban besar
dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputkeanakan.”

Model implementasi kebijakan publik yang dirumusKdetter dan
Horn disebut A Model of the Policy ImplementationAgustino
menjelaskan model ini sebagai beriRut:

“Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebifakaerjalan
secara linier dari keputusan politik yang tersegialaksana, dan
kinerja kebijakan publik. Enam variabel yang mengagohi kinerja
implementasi, antara lain:
1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakamargy realistis
dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksangdtein.
2) Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan saeggamntung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersediaudi
merupakan sumber daya terpenting dalam menentukiatu s
keberhasilan proses implementasi. ... Sumber dagaybaig perlu
diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial siamber daya
waktu. .... Ketika sumber daya manusia yang kompetan
kapabel telah tersedia sedangkan kucuran danaunalagaran

4 Mulyadi. (2015) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. 57.
® Agustino. (2008)Dasar-Dasar Kebijakan Publjk. 141-144.
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tidak tersedia, maka menjadi persoalan pelik untekealisasikan
apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan pul8i&at sumber
daya manusia giat bekerja dan kucuran dana bemiagan baik,
tetapi terbentur dengan waktu yang terlalu ketatkarhal ini dapat
menjadi penyebab ketidakberhasilan implementagjdéein.

3) Karakteristik agen pelaksana
Kinerja implementasi kebijakan publik akan sanggtedgaruhi
oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan pargena
pelaksananya.

4) Sikap/kecenderungan para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelakdamsangat
banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implensenta
kebijakan publik.

5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelafsa
Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pipdiak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka sisk@salahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidadndusif dapat
menjadi biang keladi kegagalan kinerja implemerkabijakan.”

c. KebijakanPublic Service Obligasi

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT. KAI, yad@grahkan
untuk mencapai tujuan PSO yang telah ditetapkamndaPeraturan
Menteri Perhubungan No. PM 10 Tahun 2013, vyaitu beikan
pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakajametarif yang
terjangkau dengan memenuhi prinsip-prinsip: bem#asa tarif yang
ditetapkan  oleh  Menteri  Perhubungan;  berdasarkanntasli
pelayanan/relasi/trayek/nama KA vyang ditetapkan h oléenteri
Perhubungan; memberikan perlakuan dan pelayananaisetandar
pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri Bauhgan; serta
menjaga keselamatan dan keamanan penumpang. Angketata api

pelayanan publik KA Loka
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Kerangka pemikiran PSO digambarkan pada baganwdilba

Membuat Kebijakan

Kementerian Perhubungan

A 4

Menugaskan Public Service ObligatioPSO)

3

PT. Kereta Api Indonesia (Perser

Tujuan Kebijakan Implementasi
Dianalisis
A 4

Pelayanan angkutan kereta api kelas M : -

ekonomi kepada masyarakat dengan A Model of The Policy Implementation

memenuhi prinsip-prinsip: * Ukuran dan TUJuan Kebljakan;

1. Berdasarkan tarif yang ditetapkan * Sumber Daya;

Menteri: * Karakteristik Agen Pelaksana;

2. Berdasarkan lintas, * Sikap/Kecenderungan Para
pelayanan/relasi/trayek/nama KA Pelaksana; o
yang ditetapkan Menteri; * Koml_m|ka5| Antarorganisasi dan

3. Memberikan ~ perlakuan  dap Aktivitas Pelaksana;
pelayanan sesuai standar pelayanan * Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan
minimum yang ditetapkan Menterf; Politik.
dan

4. Menjaga keselamatan dan keamanan
penumpang.

Pengertian Pelayanan Publik Serta Prinsipnya

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentaatay@nan
Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau kefaut pelayanan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, dJasaatau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggadaya@an publik. Secara
Umum pelayanan publik adalah merupakan suatu kegipelayanan yang
dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam memenuhutkélan masyarakat
yang harus digerakkan dan disosialisasikan secemauka. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayaRanblik

memaparkan bahwa ruang lingkup pelayanan publilatddmolongkan ke
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dalam dua bentuk, yaitu: Ruang lingkup sebagaintémaksud pada ayat (1)
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan aisalempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesahatjaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya gariwisata, dan sektor
strategis lainnya. Salah satu sektor strategisydaimdalah pelayanan
transportasi kereta api.

Transportasi KAl mempunyai peranan penting dalamndukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan gatoerwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangkaujnelkan Wawasan
Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasionaindataha mencapai
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undadgfdn Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi pulblgteta api adalah salah
satu yang paling memiliki nilai sejarah berhubundangan Indonesia.

a. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik adalah

Kepentingan Umum, vyaitu Pemberian pelayanan tidadehb
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golori{gpastian Hukum,
yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalaanyelenggaraan
pelayanan. Kesamaan Hak, yaitu Pemberian pelay@#heinmembedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan statusomkoKeseimbangan
Hak dan Kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus s&lndengan
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh peimbaupun penerima

pelayanan.
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Keprofesionalan, vyaitu Pelaksana pelayanan harusmilikie
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. [Patiisi yaitu
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyele@gg pelayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan drarapasyarakat.
Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu &etivarga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil. Keterbukaan, y8itiap penerima
pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan mesampénébrmasi
mengenai pelayanan yang diinginkan. Akuntabilitagitu Proses
penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertangguaiakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentgaitu
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sgghirtgrcipta
keadilan dalam pelayanan. Ketepatan Waktu, yaitny&esaian setiap
jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai demsg@mdar pelayanan.
Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan, yaita@Sgnis pelayanan
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

b. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnyauielip

Dasar hukum, yaitu Peraturan perundang-undangam yaenjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan. Persyaratan, Sppiat yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayandk pbesyaratan teknis
maupun administratif. Sistem, Mekanisme, dan Praseghitu Tata cara

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penenmalayanan,

6 pasal 4 UU No. 25 Tahun 20009.
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termasuk pengaduan. Jangka Waktu Penyelesaiam, Jartgka waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh prpsés/anan dari setiap
jenis pelayanan. Biaya/Tarif, yaitu Ongkos yang edi&kan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau mempepelalganan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdaskdésmpakatan antara
penyelenggara dan masyarakat. Produk Pelayandn, iasil pelayanan
yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentyang telah

ditetapkan.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, yaitu Raeralan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, tekmpsualatan dan
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Kompeét&eaksana, yaitu
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana mélipengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pengawé&s@nnal, yaitu
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuania katau atasan
langsung pelaksana. Penanganan Pengaduan, SamaMagakan, yaitu
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dak kamjut. Jumlah
Pelaksana, yaitu Tersedianya pelaksana sesuai rdebghan kerja.
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pedayaiiaksanakan
sesuai dengan standard pelayanan. Jaminan keardanakeselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikaa eman, bebas
dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, yaitu Kegasnemberikan rasa

aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragwanadgtvaluasi Kinerja
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Pelaksana yaitu Penilaian untuk mengetahui sebgeaja pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
Pengoperasian Kereta Api Penuhi Standar Pelayamamim

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Penatitanteri
(PM) No. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanaimniim Angkutan
Orang Dengan Kereta Api. PM tersebut menegaskandakngoperasian
kereta api harus memenuhi Standar Pelayanan Minirsatanjutnya
disingkat SPM. “SPM merupakan acuan bagi bagi penggara
prasarana perkerataapian yang mengoperasikanrstesiata api dalam
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa stasigtakapi dan
penyelenggara sarana perkeretaapian yang melalsaaaikutan orang
dengan kereta api.”

Penerapan SPM kepada pengguna jasa kereta apghuerseliputi
SPM di stasiun kereta api dan SPM dalam perjalaAapek-aspek SPM
di stasiun kereta api dan dalam perjalanan mencakepelamatan,
keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan detareas. Dalam
penerapan SPM tersebut, penyelenggara sarana gtedgg@an memiliki
bererapa kewajiban kepada pengguna jasa keretdiagaranya yaitu:
jika terjadi keterlambatan keberangkatan perjalaeg@adwal dari kereta
api perkotaan, pada stasiun keberangkatan, dalamme30t atau lebih,
setiap penumpang berhak meminta formulir infornkaserlambatan dari

penyelenggara sarana perkeretaapian pada stagian tiagi penumpang

"Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009.
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yang membutuhkan.“Jika keterlambatan keberangkak#ivat kekusutan
perjalanan dan/atau keadaan kahar kereta api parkpada stasiun kereta
api keberangkatan lebih dari dua jam, penumpang dapatkan
kompensasi berhak melakukan pembatalan transataigrman.”

Kereta api antarkota, jika terjadi keterlambatanbdgtangkatan
perjalanan lebih dari tiga jam setiap penumpangdagat kompensasi
makanan ringan dan keterlambatan keberangkatah b lima jam,
penumpang memperoleh makanan berat dan minuman tadiurs
keberangkatan. “Kompensasi tersebut tidak berlaka penyelenggara
sarana perkeretaapian menyediakan kereta api atda angkutan darat
lain sebagai pengganti dengan kelas pelayanan ganta ke stasiun
tujuan”.

Pemberian kompensasi juga diberikan kepada penugniereta api
antar kota jika dalam perjalanan mengalami ganggusehingga
mengalami keterlambatan kedatangan di stasiun rtuj@terlambatan
kedatangan lebih dari tiga jam penumpang wajib rdkbe makanan
ringan dan keterlambatan kedatangan lebih dari ljgra diberikan
makanan berat dan minuman. Perjalanan kereta apr &ota yang
mengalami gangguan sehingga tidak dapat melanpggalanan, maka
penyelenggara sarana perkeretaapian wajib menyedeakgkutan dengan
kereta api lain atau moda transportasi lain sastpaiun kereta api tujuan.
Pengumuman terjadinya keterlambatan harus dilakukafeh

penyelenggara sarana perkeretaapian di stasiunrakgid@tan paling
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lambat 45 menit sebelum keberangkatan atau sejédmpee kali diketahui
adanya keterlambatan.
. Perlindungan hukum konsumen

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Ta888 Pasal
1 angka (1) tentang perlindungan konsumen. Pemigai hukum
konsumen adalah Segala upaya yang menjamin kepdsiicum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Undanguténtlo 8 tahun
1999 Pasal 1 angka (2) Konsumen adalah setiap qramgkai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat blagikkepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hitap dan tidak untuk
diperdagangkan.

Dari pengertian tersebut terkandung beberapa uastara lain: 1.
unsur setiap orang diartikan tidak sebatas orangopang tapi juga
termasuk badan hukum seperti Firma, CV, PT; 2. upsmakai diartikan
bukan saja pemakai langsung tapi juga pemakai ydingikan atas
pemakaian tersebut; 3. barang diartikan setiap @dmaik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bekggrang dapat
diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh konsumen mgesahnah, motor;
4. unsur jasa diartikan setiap pelayanan yang barkepekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi mayarakat untuk dmasian oleh
konsumen misalnya jasa kereta api, jasa penerbatgarjasa kesehatan;
5. unsur tersedia di masyarakat artinya bahwa paedau jasa yang

ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersediasyarakat namun
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dalam perkembanganya dimungkinkan barang itu akaasihm ada
misalnya pembangunan perumahan yang aka ada adaakikn memesan
mobil yang akan ada di kemudian hari; 6. unsur rgardan jasa tidak
diperdagangkan diartikan konsumen yng dimaksuiaadedbnsumen akhir.
Kemudian mengenai hak-hak konsumen, ada 8 hak ya&ugra
ekplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang lirféengan
Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan,eg&taknatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk niebmaliang dan/atau
jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tesssuai dengan nilai
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikark a#as informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jamiverang dan/atau jasa;
hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atamdpatan/atau jasa
yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasiingengan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsuewaras patut; hak
untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumaik; Umtuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jyaagidak diskriminatif;
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/@enggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidakaselengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yangrdigiam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya, Jadi jelasangiaundang
perlindungan konsumen ini untuk mengangkat dedgatkonsumen.
Demikian juga kewajiban konsumen yang merupakarikdgsangan

akan adanya hak dari konsumen. Pasal 5 tentanghgndadang pokok
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konsumen kewajiban konsumen yaitu Kewajiban konsuméalah: a.
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan phaspemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanakedatamatan; b.
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembdd@ang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disdéipada mengikuti
upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungarukoars secara patut.
jadi hak dan kewajiban konsumen pada dasarnya sditlabungi oleh
undang-undang namun dalam prateknya banyak konsuyamegm belum
mengetahui akan hak dan kewajiban konsumen tersebut

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalarh iheadalah PT
KAl), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen &ddiaruf a.
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kndan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan yreaeyy perbaikan dan
pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani koesusecara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin tmdarang dan/atau jasa
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasddktentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. merkbseémpatan kepada
konsumen untuk menguiji, dan/atau mencoba baran@gtdanasa tertentu
serta memberi jaminan dan/atau garansi atas bawerg dibuat dan/atau
yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, gamgi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pé&mnakaan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkamemberi
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kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apbbiiang dan/atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai depgganjian.

F. Metode Pendlitian
1. TipePenditian

Jenis penelitian dalam hukum ini adalah penelitimkum normatif
atau doktrinal. Menurut Terry Hutchincon sebagaiandikutip Peter Mahmud
Marzuki mendefisikan bahwa penelitian hukum normatialah penelitian
yang memberikan penjelasan sistematis aturan yargatur suatu kategori
hukum tertentu, menganalisis hubungan antara paratmenjelaskan daerah
kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan negan’

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitiarkdm doktrinal.
Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikgsskan sebagai apa yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangamv (in bool atau hukum
dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang mlanpgpatokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalatelg@an yang
ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (nornai&um), yaitu dengan
mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. &ahlegdua penelitian
hukum normatif adalah penelitian yang ditujukanuknmendapatkan hukum

subjektif (hak dan kewajibar).

8 Soejono Soekanto. (2011Pengantar Penelitian Hukumlakarta: Kencana Prenada
Media Group, h. 35.

° Hardijan Rusli. “Metode Penelitian Hukum NormatiBagaimana?”.Law Review
Fakultas Hukum UniversitaRelita Harapan.Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.
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2. Pendekatan Masalah
Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya gwerakan bahan

hukum sekunder, maka penyusunan kerangka teoatig Yersifat tentatif

dapat ditinggalkan. Pendekatan penelitian yangkulidan adalah dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangdatuie approach dan

pendekatan konseptualonseptual approagh

a. Pendekatan perundang undangatatte approach pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah semua undang-um@ngegulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditaflgdalam
penelitian ini terdapat beberapa Undang-UndangatenPerkeretaapian,
Perlindungan Konsumen, dan Pelayanan Publik untujadiklan
pendekatan masalah.

b. Pendekatan konseptuatoficeptual approagh Pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidokdng berkembang
di dalam ilmu hukunt! untuk menyesuaikan Undang-Undang
Perkeretaapian dengan UU Pelayanan Publik serta Rédindungan
Konsumen, dan menggunakan bahan-bahan hukum l&m seeraturan

perudang-undangan.

3. Metode Pengumpulan
Bahwa pengumpulan bahan-bahan pada penelitiadatala dilakukan

secara tekstual literatur. Secara tekstual literataitu mengumpulkan

1 peter Mahmud Marzuki. (2011penelitian HukumJakarta: Kencana Predana Media
Group, h. 93.
" Ipid., h. 95.
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berbagai peraturan perundangan dan literatur bSkuta mengidentifikasi
berbagai hasil penelitian yang relevan yang sitatmglengkapi pembahasan
normatif yaitu terkait dengan permasalahan Pengatdan Tanggung Jawab
PT. KAI dalam Penyelenggaraan Sarana Perkeretaaptebagai

Penyelenggara Layanan Publik.

Analisis Bahan Hukum

Bahwa analisis yang akan dilakukan terhadap Baha#uid tersebut
di atas adalah pararel dengan metode penelitiammdagsis ini. Yaitu penulis
akan melakukan analisis dengan metode pendekatandasg-undangan dan

pendekatan konseptual sebagai perbandingan.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hujaitu:
Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari fpgean perundang-

undangan, catatan resmi, risalah dalam membuanga&ng-undangan dan
keputusan hakin? Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dajem
adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pernigain Konsumen.
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang PelayBohlik.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Pedagpetn.

12 peter Mahmud Marzukap. cit.,h. 141.
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d. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentaaly Lintas dan
Angkutan Kereta Api.

e. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentamgyelenggaraan
Perkeretaapian.

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negia Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014degtPedoman Standar
Pelayanan.

g. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia No: BEL.104/VI/1/KA-

2019 tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di atetsiKe

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku tekakéuku teks
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum gandangan-pandangan
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasidirfg Dalam penelitian ini
hukum sekunder yang digunakan meliputi:

a. Buku- buku ilmiah di bidang hukum;
b. Jurnal ilmiah;

c. Artikel ilmiah.

. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan deriganat yang telah
ditentukan oleh Program Studi Illmu Hukum Programsd@a Sarjana

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dengan uruthagai berikut:

3 1bid., h. 142.
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BAB | PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan diuraikan mggmai
Judul Latar Belakang Masalah, Permasalahan dangRuagkup, Tujuan dan
Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, MetodenelR&@an, dan
Sistematika Penulisan.

BAB 1| PEMBAHASAN. Dalam bab ini mengulas tentanggdian
pembahasan memuat isi tesis atau uraian serta pes®a secara kritis
tentang permasalahan penelitian. Masing-masing geailahan menjadi sub
bab bahasan tersendiri. Bab ini mengulas tentanggsalahan pertama yaitu
bagaimana pengaturan pelayanan publik PT. KAl ssbagnyelenggara
sarana perkeretaapian.

BAB Il PEMBAHASAN. Dalam bab ini mengulas tentarmagian
pembahasan memuat isi tesis atau uraian serta pes®a secara kritis
tentang permasalahan penelitian. Masing-masing gealahan menjadi sub
bab bahasan tersendiri. Bab ini mengulas tentangpgsalahan kedua yaitu
bagaimana tanggung jawab PT. KAl dalam penyelerggapelayanan publik
sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian.

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan daaran,
kesimpulan yang diperoleh dari seluruh analisa lgeare dari uraian Bab |
sampai Bab Ill yang merupakan jawaban permasaldi@mdasarkan hasil
penelitian serta saran yang relevan dengan obyslipan demi perbaikan di

masa mendatang.





